
BUPATI KUNINGAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 

NOMOR: ht 0s/) 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA YANG DIKELOLA 

OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

BUPATI KUNINGAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan 
pemberian bantuan bencana di Kabupaten Kuningan telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor: 22 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bencana 
di Kabupaten Kuningan; 

b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Bupati 
dimaksud perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada 
sehingga perlu disempumakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan 
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan akibat 
Bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Kuningan; 

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan yembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ; 

3. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 2 1  Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 

6. Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana; 

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; 

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor: 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme 
Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat; 

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana; 

1 1 .  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor: 6A Tahun 2 0 1 1  ten tang Pedoman Penggunaan Dana 
Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 6 Tahun 
201 1  ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 137 Tahun 
2 0 1 1  seri D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 7 Tahun 
2 0 1 1  ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Kuningan; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 
138 Tahun 201 1 ) ;  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 29 Tahun 
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 
2013 Nomor 26); 

15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor: 23 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugad Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan 
(Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 1  Nomor 
23); 



Menetapkan 

16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor: 32 Tahun 2015  ten tang 
Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2015 Nomor 33). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA YANG DIKELOLA 

OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN KUNINGAN 

B AB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan; 
3. Bupati adalah Bupati Kuningan; 
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabu paten Kuningan 
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau 
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Pasal 2 

Dalam rangka meringankan beban penderita masyarakat yang 
terkena bencana, Pemerintah Daerah dapat memberikan 
bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. 

Pasal 3 

Bantuan sebagaimana dimaksud pasal 2, diberikan dalam 
bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang terkena 
bencana atau ahli waris, dan tidak diberikan secara terus 
menerus/berulang-ulang tetapi secara selektif dan memiliki 
kejelasan peruntukan penggunaannya. 

Pasal 4 / 

Pemberian bantuan dimaksud pasal 2 harus melalui mekanisme, 
sebagai berikut: 
a. Kepala Desa/ Lurah dengan persetujuan Camat 

menyampaikan laporan kejadian bencana secara tertulis 
dengan dilengkapi data pendukung yang dapat 
dipertanggungjawabkan ditujukan kepada Bupati Kuningan 
tembusan kepada Kepala Pelaksana Badan; 

b. Kepala Sekolah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan menyampaikan laporan kejadian bencana 



terkait bangunan gedung sekolah secara tertulis dengan 
dilengkapi data pendukung yang dapat 
dipertanggungjawabkan ditujukan kepada Bupati Kuningan 
tembusan kepada Kepala Pelaksana Badan; 

c. Kepala Pelaksana Badan menelaah dan meneliti laporan 
dimaksud dan memproses apabila layak dibantu; 

d. Bantuan perbaikan bangunan gedung, diproses melalui kajian 
Badan dengan Dinas; 

e. Badan mengajukan nota dinas kepada Bupati Kuningan 
sesuai hasil survey/ kajian lapangan Badan dan Dinas; 

f. Bantuan disalurkan langsung kepada korban bencana dalam 
bentuk uang/barang/peralatan sesuai kebutuhan dengan 
diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah. Untuk bangunan 
gedung sekolah terkena bencana diketahui oleh Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

g. Penerima bantuan dengan diketahui Camat dan Kepala 
Desa/Lurah serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
untuk bangunan gedung sekolah, menyampaikan Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan dimaksud kepada Bupati 
Kuningan melalui Kepala Pelaksana Badan. 

BAB II 

KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN 

Bagian Kesatu 
Santunan Duka Cita 

Pasal 5 

Santunan duka cita diberikan kepada ahli waris korban 
meninggal dunia akibat bencana. 

Bagian Kedua 
Santunan Kecacatan 

Pasal 6 

( 1) Santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang 
mengalami kecacatan fisik dan atau mental. 

(2) Kecacatan fisik dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  adalah: 
a. Cacat Kaki 
b. Cacat Tangan 
c. Buta Penglihatan 

Bagian Ketiga 
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Pasal 7 

(1 )  Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada 
keluarga korban bencana. 

(2) Jenis-jenis pemenuhan kebutuhan dasar dimaksud pada 
ayat ( 1),  adalah berupa: 
a. Pangan, antara lain: 

- Beras; 
- Mie instan; 



- Sarden; 
- Kecap; 
- Saos; 
- Gula pasir; 
- Minyak goreng; 
- Kopi; 
- Susu kental kaleng; 
- Teh; 
- Air mineral. 

b. Sandang, antara lain: 
- Selimut; 

Tikar; 
Terpal plastik; 
Panci nasi; 
Teko; 
Ge las melanin; 
Sendok; 
Garpu; 
Piring melanin; 
Kuali; 
Susuk cekung; 
Serox; 
Box plastic 
Sangku; 
Panci. 

c. Papan, antara lain: 
- Pasir; 

Sirtu; 
Bata; 
Semen; 
Bron jong; 
Batu; 
Kayu. 

Bagian Keempat 
Bantuan Pembiayaan Perawatan Korban 

Bencana di Rumah Sakit 

Pasal 8 

Bantuan pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit, 
dapat dilaksanakan di rumah sakit pemerintah maupun swasta. 

Bagian Kelima 
Bantuan Rehabilitasi atau Rekonstruksi 

Rumah Pasca Bencana 

Pasal 9 

(1 ) .  Rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi atau 
rekonstruksi adalah rumah penduduk yang terkena 
bencana berdasarkan kategori kerusakan hasil kajian Badan 
dan Dinas. 



(2). Kategori tingkat kerusakan rumah yang dapat diberi 
bantuan dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  terdiri atas: 
a. Rumah Rusak Ringan. 
b. Rumah Rusak Sedang; 
c. Rumah Rusak Berat; 

Pasal 10 

(  1) Rumah yang tergolong rusak ringan dimaksud pada pasal 9 
ayat (2) huruf a adalah untuk bangunan rumah yang masih 
berdiri dan sebagian komponen struktur rusak (struktur 
masih bisa difungsikan). 

(2) Rumah yang tergolong rusak sedang dimaksud pada pasal 
9 ayat (2) huruf b adalah untuk bangunan rumah yang masih 
berdiri dan sebagian kecil komponen struktur dan komponen 
penunjangnya rusak. 

(3) Rumah yang tergolong rusak berat dimaksud pada pasal 9 
ayat (2) huruf c adalah untuk bangunan rumah yang roboh 
atau sebagian besar komponen struktur rusak. 

Pasal 1 1  

(  1) Bangunan rumah dinyatakan rusak ringan dimaksud pada 
pasal 10 ayat ( 1 )  harus memenuhi kriteria: 
a. Bangunan masih berdiri 
b. Sebagian kecil bangunan rusak ringan 
c. Retak-retak pada dinding plesteran 
d. Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak 
e. Masih bisa difungsikan 
f. Secara fisik kerusakan < 30 % 

(2) Bangunan rumah dinyatakan rusak sedang dimaksud pada 
pasal 10 ayat (2) harus memenuhi kriteria : 
a. Bangunan masih berdiri 
b. Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak 
c. Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak 
d. Relatif masih berfungsi 
e. Secara fisik kerusakan 30% - 70% 
f. Perbaikan dengan rehabilitasi. 

(3) Bangunan rumah dinyatakan rusak berat dimaksud pada 
pasal 10 ayat (3) harus memenuhi kriteria : 
a. Bangunan roboh total; 
b. Sebagian utama struktur rusak; 
c. Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah /retak; 
d. Secara fisik kondisi kerusakan >70%; 
e. Komponen penunjang lainnya rusak total; 
f. Membahayakan /beresiko difungsikan; 
g. Perbaikan dengan rekonstruksi. 

BAB III 

KETENTUAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN 

Pasal 12 / 

Ketentuan besaran pemberian bantuan bencana dimaksud pada 
pasal 5,6,7 ,8 dan 9 adalah: 



% 

a. Santunan duka cita sebesar Rp. 1.250.000,-/orang 
b. Santunan kecacatan: 

- Cacat kaki sebesar Rp. 2.500.000,-/orang 
- Cacat tangan sebesar Rp. 2.500.000,-/orang 
- Buta penglihatan sebesar Rp. 5.000.000,-/ orang 

c. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

d. Bantuan pembiayaan perawatan korban bencana di rumah 
sakit disesuaikan dengan kebutuhan. 

e. Besaran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan 
gedung pasca bencana, dengan masing-masing kategori, 
sebagai berikut: 
- Rusak Ringan sebesar Rp. 2.000.000, 
- Rusak Sedang sebesar Rp. 5.000.000, 
- Rusak Berat sebesar Rp. 10.000.000,- 

BAB IV 
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN 

Pasal 13 

Pemberian bantuan bencana dari pemerintah daerah 
dialokasikan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh 
Kepala Badan untuk dan atas nama Bupati dengan teknis 
pelaksanaan, sebagai berikut: 
a. Santunan duka cita, sebagaimana dimaksud pada pasal 12 

huruf a dilaksanakan dengan mekanisme Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) dalam bentuk uang yang disalurkan oleh 
pemerintah daerah kepada nomor rekening bank ahli waris 
korban bencana; 

b. Santunan kecacatan dan bantuan rehabilitasi atau 
rekonstruksi rumah pasca bencana sebagaimana dimaksud 
pada pasal 12 huruf b dan huruf e dilaksanakan dengan 
mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam 
bentuk uang yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada 
nomor rekening bank korban bencana; 

c. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana 
dimaksud pada pasal 12 huruf c diberikan langsung oleh 
badan kepada korban bencana dalam bentuk barang pada 
masa tanggap darurat sampai dengan masa transisi darurat. 

d. Bantuan pembiayaan perawatan korban bencana di rumah 
sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d 
dilaksanakan oleh rumah sakit yang melaksanakan 
perawatan dengan mengajukan biaya perawatan kepada 
pemerintah daerah melalui badan. 

) 

Pasal 14 

Pelaksanaan pemberian bantuan dari pemerintah daerah untuk 
rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana lainnya berupa 
pembangunan tembok penahan tebing, perbaikan jalan, 
perbaikan jembatan, dan sejenisnya dilaksanakan oleh dinas 
terkait setelah mendapat surat rekomendasi dari badan dan 



+ 

dialokasikan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh 
Kepala Dinas untuk dan atas nama Bupati. 

BABV 
PENUTUP 

Pasal 15  

Dengan diundangkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati 
Kuningan Nomor: 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Pemberian Bantuan Bencana di Kabupaten Kuningan, 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. 

Ditetapkan di Kuningan 
Pada tanggal ?/ - 2 0 1 7  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN KUNINGAN 

JABATAN PARAF TGL. KET. 

KA. SEKSI j 

SEKRETARIS 
, 

4  

KA. PELAKSANA � I  
A S 1 T E N  4  / 

l, 
- 

S E D A  

W A B U P  .. 
-  

Diundangkan di Kuningan 

Pada tanggal / - ¢  -  2017 

SDAERAH 

KUNINGAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR ?4 

(A,SIT «%6. 

t- --� .... -+---lJ----fl . . % . .  
]8a« 

+ # .  


